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ABSTRACT

This research aims to determine the phenomenon of gender stereotypes that often occurs, especially in work.
Gender stereotypes are general views or prejudices regarding the attributes or characteristics, or roles that women
and men should have or carry out. Gender stereotypes regarding women's roles then limit their abilities and even
career choices, including in politics. This stereotype is closely related to the position where women and men have
their respective places in social life. In the political context, the role and position of women is quite clearly
discriminated against. This stereotype has been built up in the minds of society for a long time, which has led to low
levels of women's electability even though it has been accommodated through affirmative regulations. This research
uses qualitative research methods. Researchers apply in-depth interview techniques, where researchers will interview
informants or subjects in depth. The interactive model analysis technique is reducing, presenting data and concluding
data which is carried out interactively with a cyclical data collection process. Conclusions are drawn by observing
the narrative text resulting from the data presentation. Drawing conclusions aims to describe the answer to the
research problem formulation. The results of the research show that the representation of women as legislative
candidates will ultimately return to how the democratic system shapes perceptions of women's position in politics as
seen from the data. Data on elected legislative candidates in 2019 in Jambi City shows that there are only eight
female legislative members out of a total of 45 legislative candidates. selected. Cadre formation is an important part
of the role and function of political parties. It is not surprising that two (2) of the total eight (8) female legislative
candidates elected are party cadres contesting with serial number 1. The priority of cadre numbering is important in
this case considering that people's assumptions about numbers are still very strong. This also applies to other
legislative candidates from competing parties. If we examine further, the majority of elected candidates with the
largest number of voters and vote contributions from parties are legislative candidates with serial numbers from small
to large. The reasons for the low electability of women in the 2019 legislative elections in Jambi City based on the
indicators above include the still dominant stigma of men in Indonesian society as breadwinners and obliged to
work. Politics, which in this case is considered work, makes it an open struggle between men and women regardless
of their motivation. This is called a patriarchal culture which places men in the work domain.

Keyword: Gender stereotypes, Women, 2019 Election

PENDAHULUAN

Fenomena stereotaip gender marak terjadi terutama di pekerjaan, termasuk di politik.
Organisasi Hak Asasi Manusia PBB atau United Nations Human Right Council (UNHCR) mendefinisikan
stereotaip gender sebagai pandangan umum atau prasangka mengenai atribut atau karakteristik, atau
peran yang harus dimiliki atau dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Stereotip gender terhadap peran
perempuan yang kemudian membatasi kemampuan dan bahkan pilihan karir mereka, termasuk dalam
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politik.

Politik dianggap sebagai wilayah maskulin dan pada akhirnya stereotip gender tersebut
membentuk pilihan pemilih dalam pemilu. Politisi perempuan dan laki-laki dipandang berbeda
terhadap cara memandang masalah, menyelesaikan masalah dan mengakomodir kepentingan-
kepentingan tertentu. Pandangan stereotip ini terjadi tidak selalu pada negara dengan pembatasan
terhadap perempuan di ruang publik seperti negara arab, atau negara dengan indeks demokrasi tinggi.
Data dari Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2022 menunjukkan bahwa Norwegia merupakan
negara paling demokratis, berturut-turut sejak tahun 2021.

Indonesia sendiri, saat ini berada pada jumlah yang terbilang rendah. Data tersebut menujukkan
bahwa keterwakilan perempuan Indonesia dalam parlemen hanya 18,2%. Hal ini masih jauh dari cita-
cita kebijakan afirmasi yang diberlakukan di Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia memberikan
ruang kepada perempuan agar memiliki kesempatan yang sama dengan lakilaki untuk berpolitik,
menduduki jabatan-jabatan politik yang strategis dan berperan dalam mengambil kebijakan secara
demokratis. Perempuan memiliki hak untuk bergabung dikancah politik melalui berbagai macam
kebijakan (Nurliah Nurdin and Astika Ummy Athahira: 2022), salah satu diantaranya adalah penetapan
kuota 30% dalam pemilihan umum (Pemilu) yang ditujukan untuk menghindari dominasi laki-laki di

lembaga-lembaga politik dalam merumuskan kebijakan publik (Jusri Adi, Fitriani Sari Handayani Razak,
and Hendri Kurniawan: 2022).

Afirmasi lebih dipertegas lagi dengan adanya penerapan zipper system (Pasal 55), dimana setiap
tiga bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan bakal calon dengan nama-nama calon
dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Belakangan, ketegasan itu diperkuat dengan
adanya PKPU yang menyajikan mekanisme diskualifikasi menjadi peserta pemilu yang mampu
memaksa partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30 persen perempuan dalam pencalonan
legislatif. Kebijakan ini sebagai syarat partai untuk berkompetisi pada pemilihan legislatif. Kebijakan ini
merupakan bentuk intervensi Pemerintah terhadap hak-hak perempuan dalam politik yang selama ini
diyakini terabaikan oleh sistem. Padahal, perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang
dijadikan slogan oleh partai politik untuk mendongkrak elektabilitas partai.

Kebijakan ini telah menghasilkan peningkatan keterwakilan perempuan di pada pencalonan,
terutama di di legislatif. Namun demikian, studi (Jusri Adi, Fitriani Sari Handayani Razak, and Hendri
Kurniawan: 2022) menemukan bahwa penerapan kuota 30% tetap tidak membuat representasi
perempuan di parlemen menembus representasi 30% padahal ambang batas parlemen mengalami
kenaikan menjadi 4% dan partai politik juga mengikuti aturan kuota dan sistem zipper. Studi lain
menunjukkan bahwa representasi citra politisi perempuan di Parlemen masih kurang adanya
kepercayaan dari masyarakat yang disebabkan adanya ketimpangan gender (Nurdin, N., & Athahira, A.
U: 2022), kurangnya akses, dianggap kurang konsisten, kurang pengalaman dan minim strategi (Endang
Tri Santi: 2020).

Partisipasi politik perempuan tidak cukup jika hanya dilihat dari keikutsertaan kaum
perempuan dalam memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan umum. Lebih dari itu, partisipasi
politik perempuan dapat dilihat dari keikutsertaan perempuan dalam segala bentuk kegiatan politik
seperti, mempengaruhi kebijakan pemerintah, bergabung dengan partai politik, atau ikut dalam
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kegiatan memilih dan dipilih dalam pemilu guna mendapatkan kekuasaan politik.

Tatanan kehidupan masyarakat yang didominasi oleh laki-laki dari pada perempuan sudah
menjadi akar sejarah yang panjang (Ukhti Raqim: 2016), pada tatanan ini perempuan ditempatkan
sebagai manusia kelas kedua yang berada di bawah prioritas laki-laki yang membawa implikasi luas
dalam kehidupan sosial didalam masyarakat. Hal ini dianggap sebagai stereotip gender. Stereotip ini
telah terbangun sejak lama dalam benak masyarakat, yang menyebabkan rendahnya keterpilihan
perempuan meskipun telah diakomodir melalui regulasi afirmasi. Saat ini, KPUD Kota Jambi telah
merilis calon legislatif yang akan bertanding dalam pemilu serentak 2024 yang akan datang. Sekali lagi,
perempuan masuk dalam 30% afirmasi tersebut. Namun demikian, tentunya keterwakilan tersebut
tidak hanya sebagai syarat agar partai politik dapat mendaftar, namun juga sebagai upaya untuk
memberikan akses yang seimbang bagi perempuan untuk mewakili dirinya.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub bahasan
sebelumnya di atas, maka masalah- masalah yang terdapat pada penelitian ini dapat diidentifikasikan
sebagi berikut: 1) Adanya gender stereotip terhadap pencalonan legislatif perempuan menyebabkan
rendahnya keterpilihan perempuan di legislatif Kota Jambi; 2) Adanya gender stereotip masyarakat Kota
Jambi terhadap kemampuan perempuan dalam berkarir di politik; 3) Adanya kesulitan partai politik di
Kota Jambi dalam mendapatkan figure calon legislatif perempuan; 4) Kurangnya kaderisasi anggota
partai politik perempuan di Kota Jambi; 5) Calon legislatif perempuan pada pemilihan legislatif tahun
2019 telah terpenuhi dan 6) Keterwakilan Perempuan di Legistatif Kota Jambi tekesan hanya untuk
memenuhi syarat 30%.

Pitkin dalam (Nuri Soeseno: 2014) mengidentifikasi ada empat pandangan yang berbeda
mengenai representasi. Keempat pandangan tersebut yaitu formal, substantif, simbolis dan deskriptif.
Dua pandangan pertama (formalistis dan deskriptif) menjelaskan representasi sebagai atau ‘way of acting’
atau ‘acting for’, sedangkan dua pandangan terakhir (simbolis dan substantif) menjelaskan representasi
sebagai ‘way of being’ atau ‘standing for’ untuk memahami makna konsep tersebut maka perlu diketahui
konteks tertentu dalam mana konsep tersebut diletakan.

Penelitian ini menggunakan teori Hana F Pitkin tentang keterwakilan yaitu keterwakilan
dibedakan dalam empat kategori yaitu: keterwakilan subtantif keterwakilan formal, keterwakilan
deskriptif dan keterwakilan simbolik Keterwakilan formal dapat dipahami sebagai perwakilan politik
yang berada di dalam lembaga-lembaga perwakilan. Keterwakilan subtantif yaitu model keterwakilan
yang menggambarkan seorang wakil bertindak untuk mereka yang diwakili. Sedangkan keterwakilan
deskriptif yaitu bentuk keterwakilan yang menggambarkan seorang wakil berdiri untuk orangorang
yang secara objektif serupa. keterwakilan simbolik yaitu Jika wakil berdiri untuk mereka yang diwakili
namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan.

Representasi formal dimaknai sebagai pengaturanpengaturan institusional yang dilakukan
sebelum dan mengawali representasi. Representasi formal ini memiliki dua dimensi otorisasi dan
akuntabilitas. Otorisasi yaitu cara lewat mana seorang wakil mendapatkan posisinya, statusnya, dan
jabatannya. Yang dimaksudkan akuntabilitas adalah kemampuan konstituen untuk menghukum
seseorang wakil mereka karena bertindak tidak sesuai dengan kehendak atau karena tidak responsif
terhadap keinginan atau pilihan dari konstituen.
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Representasi simbolis adalah cara-cara seorang wakil ‘stand for’ (membela) konstituen atau para
pemilihnya.  Simbol  dapat  merepresentasikan  sesuatu  atau  menghadirkan  dengan
merepresentasikannya, meskipun sesuatu itu sesungguhnya tidak ada, misalnya sebuah bendera
merepresentasikan sebuah bangsa atau jilbab merepresentasikan kelompok agam islam. Dalam bentuk
representasi ini tidak diperlukan kesamaan atau kemiripan diantara yang merepresentasikan dan yang
direpresentasikan. Manusia juga bisa dilihat sebagai simbol yang merepresentasikan, misalnya seseorang
dapat pula merepresentasikan sebuah bangsa dalam sebuah situasi tertentu, misalnya seorang raja yang
secara konstitusional merupakan representasi dari sebuah bangsa.

Representasi yang deskriptif merupakan keterwakilan yang berdasarkan pada kesamaan atau
kemiripan diantara wakil dan pemilihnya (atau di antara yang memilih dan yang dipilih). Dalam bentuk
representasi ini maka wakil tidak bertindak untuk (act for) orang lain, tetapi ia mengatasnamakan (stand
for). Dengan bentuk representasi ini maka wakil menghadirkan sesuatu yang absen dengan mengangkat
kemiripan atau mencerminkan kesamaan layaknya seperti melihat cermin atau seperti dalam seni.
Contoh yang sering dipergunakan adalah representasi bagi kelompok perempuan atau kelompok
minoritas. Representasi yang sebenarnya menurut sejumlah penulis masyarakat bahwa wakil-wakil yang
menjadi anggota parlemen haruslah mencerminkan secara tepat komposisi seluruh bangsa.

Representasi substantif. Disebut juga sebagai representasi ‘acting for’ adalah konsep yang
menunjukan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau untuk
kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti dari yang diwakilinya. Dalam
pengertian ini maka seorangwakil mempresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinanya atau
kepentingan yang ingin diangkatnya. Dalam representasi ini maka tidak diperhitungkan isu
pengelompokan berdasarkan geografis (distrik) atau bentuk pengelompokan lainnya yang bisa
digunakan dalam representasi formalistis. Contoh yang dapat digunakan untuk bentuk representasi ini
misalnya mewakili satwa langka yang hampir punah. Keempat macam representasi yang dikemukakan
oleh Pitkin ini merupakan bentuk representasi yang muncul terkait dengan gagasan aktivitas, misalnya
membuat representasi yang deskriptif atau menciptakan sebuah simbol.

Konsep gender lahir merekonstruksi hubungan antara laki-laki dan perempuan secara universal
untuk membuka peluang yang sama dalam berbagai aspek kehidupan tanpa dipengaruhi oleh
perbedaan gender. Gender merupakan suatu konsep kultural untuk membedakan peran, perilaku,
mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam
masyarakat (Ninla Elmawati Falabiba: 2019). Konsep gender pertama kali dikembangkan oleh ahli
antropologi Amerika yaitu Margaret Mead, sebagaimana yang dikutip oleh Koentjaraningrat pada tahun
1932 Mead melakukan penelitian pada masyarakat primitif di Papua Nugini. Masyarakat tersebut terdiri
dari masyarakat Arapesh, masyarakat Tchambuli, dan masyarakat Mundugumor. Meskipun pada saat
itu kata “gender” belum digunakan dalam penelitiannya tetapi para pakar sosial dan seksiologi
mengakui bahwa penelitian tersebut berkaitan dengan hubungan gender (Eka Perwitasari Fauzi: 2021).

Mead menyebutkan bahwa pada masyarakat Arapesh tidak ada perbedaan psikologi laki-laki dan
perempuan, karena keduanya memiliki sifat yang lemah lembut dan cenderung pasif. Pada masyarakat
Tchambuli, memang ditemukan adanya perbedaan psikologi antara laki-laki dan perempuan seperti
pekerjaan-pekerjaan yang cenderung berat dilakukan oleh perempuan, sedangkan kaum laki-lakinya
berfokus pada bidang seni, ritual keagamaan, dan suka bersolek diri karena pada masyarakat ini biasanya
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perempuan lah yang pertama kali menyukai kaum laki-lakinya maka dari itu kaum laki-laki berlomba-
lomba untuk mempercantik diri agar disukai oleh kaum perempuan yang umumnya memiliki akses
sumber daya. Berbeda dengan masyarakat Arapesh, pada masyarakat Mundugumor ini masyarakatnya
memiliki sifat yang kasar, keras, aktif, dan cenderung agresif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendalami
fenomena tertentu mengenai hal yang terjadi pada subjek yang diteliti contohnya tanggapan, tingkah
laku, perbuatan, motivasi yang dikemukakan melalui kata-kata dan lainnya (Sugiyono: 2018). Penelitian
kualitatif dapat memahami secara mendalam fenomena, pengalaman, atau situasi tertentu dari sudut
pandang individu atau kelompok yang terlibat. Penelitian jenis kualitatif digunakan unutk menggali
makna, motif, dan pola interaksi sosial yang seringkali tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif dengan
angka. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya mengeksplorasi kompleksitas konteks sosial dan
budaya, menggambarkan dinamika hubungan, serta menangkap nuansa yang muncul dari data non-
numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif juga memungkinkan
pengembangan teori atau konsep baru berdasarkan temuan empiris.

Pada penelitian ini, angka perolehan suara caleg permepuan menunjukkan makna yang harus
diungkapkan terkait mengapa keterpilihan caleg perempuan belum mencapai kuota afirmasi. Makna
dari angka tersebut dapat diketahui dengan eksplorasi melalui penelitian kualitatif. Oleh karena itu,
metode kualitatif jelas relevan untuk digunakan peneliti, karena penulis berusaha untuk mengetahui
bagaimana pencalonan anggota legislatif perempuan dalam pemilihan umum di Kota Jambi khususnya

di partai DEMOKRAT dan PAN.

Melalui metode deskriptif, peneliti bisa memberikan gambaran objek yang diteliti dan
menyorotinya secara khusus, sehingga bisa menjelaskan dengan detail pengetahuan dalam waktu
tertentu dan menjadi penelitian yang berharga bagi pengembangan konsep-konsep teoritis. Menurut
pendapat Lexy Moleong dalam buku Qualitative Research Methodology (Lexy J. Moleong: 2017)
mengatakan:

“Penelitian kualitatif ialah penelitian dimana data yang dihimoun berbentuk kata, gambar, dan
bukanlah angka. Hal ini dikarenakan implementasi metode penelitian kuantitatif. sehingga laporan
penelitian akan berupa kutipan data untuk menggambarkan secara umum tentang penyajian laporan.
Data bersangkutan data bersumber dar hasil wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen
pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi yang lain.”

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat
karakteristik atau fenomena tertentu yang sedang diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah
memberikan pemahaman mendalam tentang "apa adanya" tanpa mengintervensi atau memanipulasi
variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif sering digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau
hubungan dalam data, serta untuk menjelaskan situasi yang ada pada saat penelitian dilakukan.

Metode ini biasanya melibatkan pengumpulan data melalui survei, wawancara, observasi, atau
analisis dokumen, dengan hasil berupa deskripsi rinci yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih
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lanjut atau pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis deskriptif untuk
secara runtut menjelaskan feomena dibalik tidak tercapainya keterwakilan 30% perempuan pada
pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Jambi.

PEMBAHASAN

Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk menjamin keterlibatan aktif perempuan dalam
proses politik, dalam hal ini sebagai peserta dalam pemilihan umum legislatif. Konsep keterwakilan
perempuan menggema dan diakomodir dalam kebijakan kuota 30% untuk calon legislatif perempuan
sejak tahun 2003 sebagai bagian dari upaya meningkatkan representasi perempuan di parlemen.
Kebijakan ini pada akhirnya mendorong partai politik untuk mencalonkan setidaknya tiga dari
Sembilan calon yang diusulkan. Implementasi keterwakilan secara normatif sebagai pemenuhan
Undang-Undang terlaksana. Setiap partai politik mengusung kader perempuan yang terdiri dari
berbagai latar belakang.

Keterwakilan, disisi lain, berbeda dengan keterpilihan. UU Keterwakilan bukan hanya soal
menjamin tercapainya hak perempuan berpartisipasi dalam ruang politik. Keterwakilan perempuan
dalam parlemen diharapkan dapat berberkontribusi pada penciptaan kebijakan yang lebih inklusif, adil,
dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan
lainnya. Sehingga, keterpilihan perempuan dalam parlemen harus juga menjadi konsen dalam
implementasi dan dampak kebijakan.

Penelitian ini menemukan fenomena menarik terkait implementasi keterwakilan dan
keterpilihan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kota Jambi tahun 2019. Penulis melakukan
wawancara dengan beberapa aktor kunci untuk menguraikan fenomena keterwakilan perempuan dalam
pemilihan legislatif di Kota Jambi tahun 2019 dengan pendekatan analisis gender stereotip.

Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif di Kota Jambi Tahun 2019

Kota Jambi memiliki jumlah penduduk 598.103 jiwa pada tahun 2018, dengan laki-laki
sebanyak 300.566 jiwa dan perempuan sebanya 297.537 jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa
penduduk perempuan mencapai 49,7% dari total populasi Kota Jambi. Besarnya penduduk perempuan
berarti bahwa besar pula aspirasi kebutuhan perempuan yang perlu diakomodir. Asumsi bahwa
perempuan dapat menjadi representasi paling tepat untuk menyuarakan dan mewakili perempuan
dalam kontestasi politik mengharuskan perempuan mewakili kaumnya.

Kota Jambi menjadi salah satu penyelenggara Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019. Terdapat
16 Partai yang berkontesasi memperebutkan kursi legislatif pada lima Daerah Pemilihan (Dapil). Partai
Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang saat itu didukung dengan popularitas Calon Presiden dari
oposisi, Prabowo Subianto, menguasai perolehan suara disusul dengan Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) yang juga didukung dengan pencalonan ulang presiden inkumben saat itu Joko
Widodo. Partai besar lainnya yang juga mendapatkan suara dominan adalah Partai Demokrat, Partai
Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Berikut rekapitulasi perolehan suara 16 Parpol pada Pileg 2019 di Kota Jambi.

Perolehan suara tersebut merupakan akumulasi dari seluruh calon legislatif di lima Daerah
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Pemilihan (Dapil). Dapil 1 memilih enam (6) calon anggota, diikuti dengan dapil 2 dengan jumlah
tujuh (7) calon anggota dan dapil 3 dengan delapan (8) calon anggota. Selanjutnya, dapil 4 dan 5
memilih sejumlah 12 calon anggota legislatif. Secara keseluruhan, terdapat total 45 kursi anggota
legislatif yang diperebutkan pada Pileg 2019 tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa semakin besar jumlah kursi yang
diperebutkan, maka semakin besar pula jumlah peserta yang mendaftar pada dapil tersebut dengan
asumsi bahwa hal tersebut memperbesar peluang keterpilihan. Secara umum, rasio keterpilihan seluruh
dapil sebanyak 6,3%, dapil 2 dan dapil 3 berada sedikir dibawah dapil 4 dan dapil 5. Artinya pilihan
caleg untuk berkontestasi pada dapil dengan jumlah kursi besar tidak terlalu signifikan untuk
tmeningkatkan keterpilihan.

Selanjutnya, penulis melakukan rekapitulasi perolehan suara pada setiap calon yang terpilih di
masing-masing Dapil. Dari total 97.419 suara sah untuk 45 caleg terpilih, caleg perempuan
mendapatkan total 17.897 suara, atau sekitar 18% dari keseluruhan suara. Sedangkan dari jumlah suara
partai sebanyak 311.405 suara, caleg perempuan mendapatkan 66.331 suara atau sekitar 21,3 % suara.

Dimensi Wakil

Dimensi ini melihat keterwakilan dari aspek wakil rakyat perempuan yaitu calon legislatif itu
sendiri. Dimensi Wakil mengarahkan kepada yang dipilih oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilu.
Wakil menunjukan pada keterwakilan merupakan pemberian dan yang mempunyai kewenangan oleh
wakil sebagai orang yang diberi kewenangan untuk bertindak. Dalam memilih seorang wakil, masyarakat
harus mampu memilih wakil yang representif. Salah satu indikator memilih wakil diantaranya tingkat
Pendidikan, pemahaman wakil terhadap politik dan pihak yang dipilih dalam pemilu.

Pemahaman Politik

Pemahaman politik dimaknai sebagai pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman seseorang atau
kelompok tentang konsep-konsep, struktur, proses, dan dinamika yang terkait dengan politik.
Pemahaman politik dianggap terpenuhi jika telah terjadi kesadaran wakil rakyat akan konsep perwakilan
dalam demokrasi dan hubungannya dengan pengetahuan masyarakat tentang fungsi wakil rakyat
(legislatif).

Kesadaran Caleg Kota Jambi terhadap konsep perwakilan dalam demokrasi bervariasi. Hal ini
terlihat dari jawaban narasumber yang telah penulis wawancarai. Sebagain besar dari mereka
mengetahui bahwa fungsi mereka adalah sebagai perwakilan masyarakat yang bertujuan untuk
mengakomodir kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pemilih atau konstituen mereka. Meskipun
mereka menyadari bahwa ada pula masyarakat yang menganggap bahwa wakil legislatif juga bertugas
memberikan pelayanan masyarakat sama seperti birokrasi pada eksekutif.

Pengetahuan politik masyarakat dianggap penting, teurtama dalam membedakan fungsi legislatif
dan badan pemerintahan lainnya. Pemilihan umum serentak diyakini menjadi sarana tepat untuk
menanamkan pendidikan politik tentang jabatan politik yang dipilih melalui proses pemilu.
Selanjutnya, pada dimensi wakil juga tergambar pengetahuan caleg akan fungsi wakil rakyat. Partai
politik menyadari betul bahwa belum tentu setiap caleg memahami proses politik dimana anggota
legislatif berperan didalamnya. Sehingga, partai politik rutin melakukan pendidikan politik kepada
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kandidat caleg yang akan mendaftar melalui partai mereka.

Hal ini disampaikan oleh RR. Nully Kurniasih K, S.E, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai
Demokrat (PD) Kota Jambi yang juga sekaligus angota DPRD Kota Jambi tahun 2019 dari Fraksi Partai
Demokrat yang mencalonkan diri dengan nomor urut 1. Menurutnya;

“Partai merupakan sarana pendidikan politik, terutama untuk kader partai yang akan menjadi penerus
masa depan partai politik. Namun, PD tidak menutup kemungkinan untuk menerima orang baru yang
ingin mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai mereka”

Hal ini akan mendapatkan perhatian khusus dengan diberikan pembekalan proses politik di
tanah air dengan konsep demokrasi. Sedangkan dari segi masyarakat sendiri, menurut penuturan
Komisioner KPU Kota Jambi, Muhammad Ibnu Arafah dalam wawancara yang penulis lakukan,
masyarakat kota jambi telah diberikan pendidikan politik oleh pemerintah melalui KPU tentang apa
tugas dan kedudukan legislatif dalam proses demokrasi di pemerintahan.

“KPU rutin memberikan sosialisasi tentang siapa saja yang akan dipilih masyarakat dalam pemilu,
terutama untuk legislatif yang pasti akan sangat banyak pilihan.

Faktor yang menentukan masyarakat memilih wakil dalam pemilu legislatif sangat beragam.
Kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan masyarakat utamanya menjadi penentu mengapa caleg tertentu
menjadi pilihan mereka. Namun faktor keterkenalan caleg menjadi salah satu penyebab utama
masyarakat memilih mereka, hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Maulana, tokoh dan calon
walikota dari PAN yang menyatakan bahwa;

“Pilihan PAN untuk merekomendasikan caleg perempuan adalah karena aspek ketokohan caleg tersebut
ditengah masayarakat”

Hal ini tidak mengherankan jika melihat tokoh-tokoh politik dari kalangan artis dan
pemengaruh lahir dari partai PAN. Setiap orang berhak untuk mencalonkan diri dalam kontestasi
politik, tidak menutup kemungkinan pula bagi kalangan selebriti. Modal ketokohan dan nama baik
tokoh menjadi aspek besar yang mendukung keterpilihan mereka, sehingga PAN menganggap pekerjaan
partai akan lebih fokus pada membangun citra mereka sebagai politisi ulung yang sesuai dengan selera
masyarakat.

Pihak yang dipilih dalam Pemilu

Pada aspek ini, Pitkin menekankan pada aspek caleg dan posisi mereka dalam proses politik.
Hal ini terdiri dari aspek motivasi untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di legislatif dan
bagaimana potitioning mereka dalam perwakilan politik. Motivasi caleg dalam mencalonkan diri sebagai
anggota legislatif dapat dikatakan normatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mereka
wakili. Hal ini mempertegas bagaimana mereka kemudian memposisikan diri mereka ditengah
masyarakat.

Tema merakyat masih menjadi pilihan caleg untuk membranding diri mereka, Bawaslu
menganggap ini masih terkait dengan jargon kampanye Pilpres pada saat itu, dimana Joko Widodo erat
dianggap sebagai presiden merakyat dan terpilih kembali pada tahun 2019. Hal ini juga mendukung
pencapaian keterpilihan caleg dari partai PDI P sebanyak 6 Caleg yang menduduki caleg terbanyak ke-
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2 setelah Partai Gerinda yang memposisikan diri tegas sebagai oposisi. Nama besar calon presiden dari
Gerindra yaitu Prabowo Subianto, masih menjadi faktor kuat ketokohan dari partai Gerindra.

Selanjutnya, dari aspek keanggotaan, proses dan tantangan kaderisasi caleg dalam partai politik
pada pileg 2019 lalu ditanggapi berbeda dari partai tersebut. PAN, meyakini bahwa siapa saja berhak
untuk mencalonkan diri dan tidak mesti harus merupakan anggota partai dan tidak harus merupakan
orang yang telah lama mengikuti proses kaderisasi. Selama caleg tersebut mau bergabung menjadi
anggota dan mengikuti pembekalan maka tidak ada halangan bagi calon untuk mendaftar dari PAN.

Sedangkan Partai Demokrat, selain membuka kesempatan bagi siapa saja untuk bergabung,
namun tetap memprioritaskan calon yang merupakan kader partai, RR. Nully sendiri yang dicalonkan
dengan nomor urut 1, merupakan kader partai Demokrat yang juga pengurus di berbagai organisasi
kemasyarakatan lainnya. Kaderisasi, menurutnya merupakan bagian penting dari peran dan fungsi
partai politik. Tidak mengherankan bahwa terdapat dua (2) orang dari total delapan (8) caleg
perempuan terpilih merupakan kader partai demokrat yang dikontestasikan dengan nomor urut 1.
Prioritas penomoran kader menjadi penting dalam hal ini mengingat asumsi masyarakat akan nomor
masih sangat kental.

Dimensi Diwakili

Dimensi Keterwakilan deskriptif merujuk kepada pemilih yang memiliki hak pilih sebagai
simbol masyarakat secara keseluruhan. Wakil bisa berdiri demi orang yang diwakili, menjadi subtitusi
untuk orang lain. Sehingga yang diwakili memiliki peran penting untuk terpilihnya pihak yang diwakili
di legislatif. Dalam hal ini indikator diwakili yaitu kepercayaan terhadap wakil dan masyarakat pemilik
hak suara.

Kepercayaan terhadap wakil

Kepercayaan terhadap wakil tumbuh berdasarkan pada adanya kriteria yang harus dimiliki oleh
wakil rakyat sehingga memunculkan kecenderungan memilih calon wakil rakyat, terlepas itu dari partai
tertentu atau tidak spesifik dari suatu partai. Kecenderungan memilih juga daapat disebabkan dari
golongan atau suku tertentu dan keanggotaan dalam organisasi masyarakat terentu.

Seorang wakil rakyat perempuan di Indonesia idealnya memiliki kriteria sebagai penyerap
aspirasi masyarakat yang baik. Riska Suciati, calon legislatif dari PAN menegaskan bahwa caleg
perempuan harus memiliki integritas dan kejujuran sebagai fondasi utama dan tidak boleh tergoyahkan.
Kepercayaan publik adalah modal utama, sehingga seorang wakil rakyat harus mampu menjaga amanah
dan bertindak sesuai dengan sumpah jabatan.

“Meskipun caleg perempuan ini belum banyak dikenal masyarakat, tapi dengan modal kejujuran dan
menjaga amanah, maka masyarakat akan melihat sendiri”

Wakil rakyat juga harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang luas tentang isu-isu terkini,
terutama yang menyangkut perempuan dan anak-anak. Caleg perempuan juga perlu memiliki
kemampuan komunikasi yang baik yang akan memungkinkannya menyampaikan aspirasi konstituen
secara efektif dan membangun relasi yang kuat dengan berbagai pihak. Terakhir, menurutnya caleg
perempuan harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan Kota Jambi dan komitmen untuk
mewujudkan kesetaraan gender adalah hal mutlak.
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Oleh karena itu, Maulana menyatakan bahwa

“PAN merasa perlu untuk mendorong kader perempuan menjadi bagian dari masyarakat dengan adanya
organisasi sayap partai PAN untuk perempuan yaitu Perempuan Amanat Nasional (PUAN). Kehadiran
PUAN ditengah masyarakat bertujuan untuk menyoroti isu-isu sosial, ekonomi dan penddikan terutama
dari kalangan perempuan dan anak yang selama ini seperti termarjinalkan dari isu pembangunan arus
utama”

Strategi Meningkatkan Keterpilihan Perempuam Dalam Pemilihan Legislatif di Kota Jambi

Posisi perempuan diruang publik masih menjadi pembahasan menarik baik dari kalangan
feminis maupun kajian ilmiah terkait konteks manajemen kinerja, terlepas apapun peran mereka dalam
pekerjaan. Pekerjaan, terutama dibidang politik, terkesan menjadi ranah bagi kaum pria, adu kekuatan
argument, waktu Panjang yang tidak menentu untuk lobi politik dan risiko pekerjaan yang besar
menjadikan politik semakin maskulin. Disisi lain, perempuan yang selama ini menjalankan fungsi dan
perang mengurus rumah tangga, masih disangsikan untuk dapat berperan sebaik dan sebanyak pria
dalam pekerjaan. Terlebih jika pekerjaan tersebut di bidang politik, yang dianggap merupakan pekerjaan
maskulin, lebih dari pekerjaan kantoran lainnya.

Anggapan demikian tidak dapat dilepaskan dari budaya dan norma sosial yang hidup di
masyarakat saat ini, terutama di Jambi. Anggapan bahwa pekerjaan di bidang politik adalah pekerjaan
maskulin merupakan sebuah stereotip yang telah mengakar dalam masyarakat selama berabad-abad.
Pandangan ini seringkali dikaitkan dengan asumsi bahwa politik adalah ranah kekuasaan dan dominasi
yang lebih cocok untuk laki-laki.

Kota Jambi sendiri merupakan sebuah kota perkembangan dari pesisir Sungai Batanghari
dibawah bendera Islam. Selama ratusan tahun dalam pengaruh agama Islam dan budaya melayu,
masyarakat Kota Jambi masih banyak mempercayai bahwa peran perempuan berada pada peran
domestic rumah tangga. Berikut kutipan wawancara dengan anggota Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota
Jambi yang juga merupakan anggota DPRD Kota Jambi.

“Jambi ini dulunya sebagai tempat beradanya Kerjaan Melayu sampai berubah menjadi Kesultanan
Melayu, mulai dari jaman Datuk Paduko Berhalo hingga lah yang saat ini sebagai symbol adat anak dari
Sulthan Thaha Saifuddin, nama nya diabadikan menjadi nama Bandara, nama Kampus, nama jalan
dan banyak lainnya. Dan memang ya perempuan di masa itu belum ada yang menjadi pemimpin,
keturunan — keturunan Sultan terus sampai saat ini di anak laki - laki”

Anggapan bahwa politik adalah ranah kekuasaan dan dominasi yang lebih cocok untuk laki-laki
telah menjadi norma sosial di Kota Jambi selama berabad-abad. Pandangan ini erat kaitannya dengan
konstruksi gender di Kesultanan Jambi yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin alami selama
ratusan tahun dan perempuan sebagai pengikut.

Dewasa ini, dalam bidang politik pun anggapan tersebut masih mengikat. Hal ini dikarenakan
pada prakiknya politik membutuhkan sifatsifat seperti tegas, kompetitif, dan berorientasi pada tujuan,
yang sering diasosiasikan dengan maskulinitas. Sejarah panjang kepemimpinan laki-laki dalam berbagai
pemerintahan juga sering dijadikan bukti untuk mendukung anggapan ini.
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Pandangan pada akhinya banyak dikritik karena mengabaikan kompleksitas peran gender dan
kemampuan individu. Perkembangan zaman dan studi-studi terbaru menunjukkan bahwa kemampuan
kepemimpinan tidak terbatas pada gender tertentu. Perempuan telah menunjukkan kapasitas yang sama
dalam memimpin dan mengambil keputusan yang sulit. Oleh karena itu, penting untuk menguji
kembali anggapan-anggapan yang telah mapan dan membuka ruang bagi partisipasi yang lebih setara
antara laki-laki dan perempuan dalam dunia politik.

Seahrusnya, anggapan ini tidak lagi relevan dengan konteks masyarakat modern yang semakin
menjunjung tinggi kesetaraan gender. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak perempuan yang telah
memberikan kontribusi signifikan dalam dunia politik, baik sebagai pemimpin negara, anggota
parlemen, maupun aktivis. Kemampuan kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, dan kecerdasan
emosional adalah kualitas yang dibutuhkan dalam politik, dan kualitas-kualitas ini tidaklah terbatas
pada gender tertentu. Oleh karena itu, pandangan yang membatasi partisipasi perempuan dalam politik
semata-mata karena gender adalah pandangan yang diskriminatif dan menghambat kemajuan
demokrasi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1) Rendahnya
keterpilihan caleg perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Jambi disebabkan oleh
beberapa aspek diantaranya adanya budaya patriarki, rendahnya kepercayaan terhadap wakil perempuan
dibanding dengan wakil laki - laki yang sudah lebih banyak dikenal serta sistem pemilu yang belum
memungkinkan pencapaian maksimal 30% afirmasi perepuan; 2) Partai politik menerapkan strategi
dengan membuat sayap organisasi perempuan untuk meningkatkan keterpilihan calon legislatf
perempuan serta mendapatkan kader yang baik. Hal ini dapat dikatakan cukup efektif karena melalui
organisasi sayap perempuan, partai dapat menghasilkan kader yang sesuai dengan ideologi dan visi
partai.

Adapun yang menjadi saran penelitian ini yaitu: 1) Partai politik diharapan dapat meningkatkan
fungsi partai sebagai mesin penghasil kader terbaik untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif yang
memahami peran dan fungsi wakil rakyat melalui sekolah politik di tingkat Sekolah Menengah Pertama
dan Sekolah Menengah Atas. Pendidikan politik sejak dini memberikan gambaran bagi remaja putri
untuk berkarir di bidang politik, sehingga kesempatan untuk mendapatkan modal sosial akan lebih
terbuka bagi perempuan; 2) KPU hendaknya secara berkesinambungan melakukan pendidikan politik
kepada masyarakat sejak dini, terkait peran dan fungsi wakil rakyat, untuk menciptakan tuntutan
kualitas caleg dari masyarakat termasuk mengangkat isu-isu perempuan dan anak yang tidak secara
khusus diakomodir oleh caleg saat ini dan 3) Penulis dimasa yang akan datang dapat fokus pada riset
modal sosial perempuan dalam kontestasi pemilu legislatif di Kabupaten dan Kota di Indonesia,
terutama dimana budaya patriarki masih sangat kuat. Selain itu, akan menarik melihat bagaimana
representasi perempuan dalam politik di kota / kabupaten dimana terdapat aturan baik dari tuntutan
agama maupun budaya yang membatasi perempuan untuk membangun modal sosialnya.
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